





II.1. Rerangka Teori dan Literatur 
II.1.1. Corporate Social Responsibility 
II.1.1.1 Sejarah Corporate Social Responsibility 
 Perkembangan Social Responsibility dapat dibagi menjadi 3 periode penting, 
yaitu (Solihin Ismail, 2008): 
1. Perkembangan awal tahun 1950-1960 
Pada era ini, CSR belum disebut sebagai demikian, melainkan SR atau Social 
Responsibility. Menurut Howard R. Bowen dalam bukunya: “social 
Responsibility of the businessman” dapat dianggap sebagai awal mula yang 
penting dalam dunia CSR modern. Dalam buku itu Bowen (1953:6) memberikan 
definisi awal dari CSR sebagai :”… obligation of businessman to pursue those 
policies, to make those decision or to follow those line of action which are 
desirable in term of the objective and value of our society.” Definisi awal yang 
diberikan Bowen dalam bukunya tersebut telah memberikan kontribusi besar 
bagi dunia CSR. 
Kemudian istilah CSR mulai dipakai, pengembangan ini dimulai oleh banyaknya 
usaha-usaha untuk memberikan kontribusi dalam dunia besar. Keith Davis 
mengutarakan dalam ”Iron Law of Responsibility” yang menyatakan bahwa 
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tanggung jawab sosial perusahaan sama dengan kedudukan sosial yang mereka 
miliki (social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their 
social power). Maksudnya adalah bahwa pengusaha yang menggunakan 
kekuasaaannya dengan tidak bertanggungjawab dalam waktu yang lama akan 
kehilangan kekuasaan yang dimilikinya. 
2. Perkembangan pertengahan antara tahun 1970-1980 
Pada tahun 1971, Committee for Economic Development (CED) yang merupakan 
gabungan kelompok perusahaan di Amerika, menerbitkan social responsibilities 
of business corporation yang dapat dianggap sebagai panduan dalam bisnis yang 
memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.  
Dalam laporannya, CED secara jelas mengakui bahwa eksistensi perusahaan 
ditengah lingkungan masyarakat diikat oleh kontrak sosial. Substansi kontrak 
sosial tersebut mengalami perkembangan dan perubahan signifikan yaitu pelaku 
bisnis dituntut untuk memikul tanggungjawab secara lebih luas kepada 
masyarakat, sampai pada pengindahan dan pengedepanan beragam nilai sosial 
kemasyarakatan yang mengitari. Perusahaan dituntut untuk memberikan 
kontribusi terhadap kenaikan kehidupan masyarakat, yang bukan hanya sekedar 
memproduksi dan memasok barang dan jasa bagi masyarakat. 
Tuntutan yang lebih besar terjadi terutama bagi perusahaan yang operasi 
usahanya banyak bersinggungan dengan eksplorasi sumber daya alam, yang 
secara harian sangat bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap pencemaran dan eksploitasi lingkungan. Untuk itu, tanggungjawab 
sosial semakin penting untuk mengurangi dampak negatif, disamping itu juga 
memiliki multiplier effect besar terhadap pengurangan beban sosial masyarakat. 
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Hal itu sejalan dengan pendapat Peter Drucker (1974), bahwa……the conscience 
of a business is measured by its public espousal of popular social goals and the 
highest moral development it the best intentions(Nor Hadi, 2011). 
3. Perkembangan era tahun 1990-an sampai sekarang 
Dalam era ini, persatuan bangsa-bangsa melalui World Commission on 
Environment and Development (WEDC) menerbitkan laporan berjudul “Our 
Common Future”, menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang 
bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sentitif 
pada isu-isu lingkungan yang menjadi dasar dalam rangka melakukan 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Nor Hadi, 2011). 
II.1.1.2 Definisi Corporate Social Responsibility 
Definisi CSR menurut Johnson dan Johnson (2006), diterjemahkan oleh Nor 
Hadi (2011 : p.46). CSR pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara 
mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk memperoleh 
dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu 
mengelola bisnis dan operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara 
positif terhadap masyarakat dan lingkungan. 
 World Bank mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan 
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para 
karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 
masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara-cara yang 
bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. (Kiroyan, 2006). 
15 
 
 Definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development, 
diterjemahkan oleh Nor Hadi (2011, p47), Tanggungjawab sosial perusahaan ( corporate 
social responsibility) merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari 
pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang di 
imbangi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta 
sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat lebih luas. 
 Definisi CSR menurut Wibisono (2007:6), tanggung jawab perusahaan kepada 
para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan 
dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 
 Menurut CSR Indonesia, definisi CSR adalah upaya manajemen yang dijalankan 
entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan 
keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif 
dan memaksimumkan dampak positif. (www.csrindonesia.com, 2012) 
 Menurut ISO 26000 draft 3 tahun 2007, CSR adalah tanggungjawab sebuah 
organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-
kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 
transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 
masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum 
yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan 




II.1.1.3 Landasan Teori Corporate Social Responsibility 
1. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 
Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok 
orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun 
nonfisik. O’Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat 
sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang 
diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi 
merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan 
hidup (going concern)(Nor Hadi, 2011) 
2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 
Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik saham 
(shareholder), tetapi perusahaan juga bertanggungjawab pada masyarakat luas, 
yang selanjutnya di sebut sebagai tanggungjawab sosial (social responsibility). 
Fenomena itu terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat sentimen 
negatif yang timbul akibat terjadinya ketimpangan sosial ((Harahap, 
2002:93,)dalam Nor Hadi, 2011). 
Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki 
hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan ((Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, 
Leo dan Raymond, 2005; 93) dalam Noh Hadi, 2011). 
Berdasar pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidak dapat 
melepaskan diri dengan lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Perusahaan juga 
perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka 
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kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam 
pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern 
((Adam.C.H, 2002;95) dalam Noh Hadi,2011) 
3. Teori Kontrak Social (Social Contract Theory) 
Kontrak sosial muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, 
agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap 
lingkungan. Perusahaan, yang merupakan sekelompok orang yang memiliki 
kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian 
dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya, sangat 
ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruh-
mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan, maka perlu kontrak sosial 
baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan 
yang saling melindungi kepentingannya (Nor Hadi, 2011). 
II.1.1.4 Peraturan Perundang-undangan Corporate Social Responsibility 
Di Indonesia, terdapat UU yang mengatur perseroan dalam menjalankan kegiatan 
usahanya, yaitu UU No.40 Tahun 2007 pasal 74 yang berisikan : 
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan 






2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 
kepatutan dan kewajarannya. 
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur 
dengan peraturan pemerintah. 
Di Australia sendiri, Australian Human Rights Commission telah 
mengembangkan empat fact sheets pendek untuk membantu perusahaan-perusahaan 
Australia untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi 
manusia dari orang-orang yang terkena dampak kegiatan mereka. Fact sheets tersebut 
memberikan langkah dasar yang harus dilakukan perusahaan di Australia untuk 
mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam praktek bisnis mereka 
sehari-hari. 
 Berikut adalah gambaran singkat dari empat fact sheets tersebut : 
1. Fact sheets 1 
Menjelaskan bagaimana hak asasi manusia relevan dengan perusahaan-






2. Fact sheets 2 
Fokus pada isu hak asasi manusia dan practical tools yang relevan untuk sektor 
finance. 
3. Fact sheets 3 
Fokus pada isu hak asasi manusia dan practical tools yang relevan untuk sektor 
sumber daya dan pertambangan. 
4. Fact sheets 4 
Fokus pada isu hak asasi manusia dan practical tools yang relevan untuk sektor 
retail dan manufaktur. 
 
II.1.1.5 Prinsip dan Konsep Corporate Social Responsibility 
John Elkington mempopulerkan konsep CSR melalui bukunya “Cannibals With 
Forks: The Triple Bottol Line 21st Century Business” pada tahun 1997. Konsep CSR 
Triple Bottom Line yang sering disingkat 3P begitu popular sehingga banyak dijadikan 
acuan hingga ke masa sekarang. 3P tersebut adalah Profit, People, dan Planet. Elkington 
memberikan pandangan baru kepada perusahaan bahwa perusahaan yang baik tidak 
hanya mengejar keuntungan (Profit) namun juga harus memperhatikan dan terlibat 
dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (People) dan turut serta menjaga 
kelestarian lingkungan (Planet). Dalam Wibisono (2007), ketiga aspek tersebut 




• Profit (keuntungan). Merupakan unsur terpenting dan menjadi pusat tujuan dari 
setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam 
perusahaan adalah mengejar keuntungan atau mendongkrak harga saham 
setinggi-tingginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah bentuk 
tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. 
• People (masyarakat). Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholders 
penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, 
sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat 
lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat 
sebesar-besarnya kepada mereka. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi 
perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Karenanya pula 
perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan 
masyarakat. 
• Planet (lingkungan). Unsur lain yang berperan pada keberlanjutan perusahaan 
selain sosial adalah lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan 
seluruh kehidupan manusia dan dapat menjadi teman maupun musuh. 
Lingkungan akan memberikan manfaat yang baik bagi manusia bila dirawat 
dengan baik begitu pula dengan sebaliknya, lingkungan akan memberikan 
dampak yang buruk bila manusia tidak memperlakukannya dengan baik. Dengan 
memperlakukan lingkungan dengan buruk, maka manusia akan menuai dampak 
negatif seperti bencana alam dan kerusakan alam lainnya. Oleh karena itu 
penting untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. 
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 Berikut adalah prinsip-prinsip CSR menurut Prof. Alyson 
Warhurst(1998) yang diterjemahkan oleh Wibisono (2007:39-41) : 
• Prioritas korporat 
Mengakui tanggungjawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu 
utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat 
kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan 
cara yang bertanggungjawab secara sosial. 
• Manajemen terpadu 
Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan 
bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen. 
• Proses perbaikan 
Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial 
korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial 
serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional. 
• Pendidikan karyawan 
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan. 
• Pengkajian 
Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru 
dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik. 
• Produk dan jasa 





• Informasi publik 
Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan 
publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan 
pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa. 
• Fasilitas dan operasi 
Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan 
kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial. 
• Penelitian 
Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, 
proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang 
menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif. 
• Prinsip pencegahan 
Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa sejalan 
dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. 
• Kontraktor dan pemasok 
Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial korporat yang 
dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan 








• Siap menghadapi darurat 
Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keaadaan darurat, dan bila 
terjadi keadaan berbahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi 
berwenang dan komunitas sosial. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang 
muncul.  
• Transfer best price 
Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang 
bertanggungjawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. 
• Memberi sumbangan 
Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, 
lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan 
yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggungjawab sosial. 
• Keterbukaan 
Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, 
mengantisipasi dan memberi respon terhadap potencial hazard, dan dampak 
operasi, produk, limbah atau jasa. 
• Pencapaian dan pelaporan 
Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan 
mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan  perundang-
undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang 





II.1.1.6 Keuntungan Penerapan Corporate Social Responsibility 
Menerapkan CSR dalam suatu perusahaan memang membutuhkan biaya, waktu, 
tenaga serta memerlukan perhatian khusus tersendiri yang tidak murah dan mudah. 
Namun dibalik itu semua terdapat banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan 
nantinya. Bahkan keuntungan yang didapat memberikan efek jangka panjang untuk 
keberlangsungan perusahaan. Berikut adalah beberapa keuntungan bagi perusahaan yang 
menerapkan CSR menurut Wibisono (2007:84-87) : 
• Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan.  
Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitu pula 
sebaliknya,  kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image 
perusahaan. Apalagi dimasa sekarang dimana masyarakat sangat memperhatikan 
kepedulian lingkungan, ekonomi dan sosial. Bila perusahaan memberikan 
kontribusi positif maka masyarakat akan cenderung mendukung dengan 
menggunakan produk perushaan.  
• Layak mendapatkan social licence to operate. 
Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika 
mereka mendapat keuntungan dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan 
sendirinya mereka merasa ikut memiliki perusahaan sehingga imbalan yang 
didapat oleh perusahaan adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan 






• Mereduksi resiko bisnis perusahaan 
Mengelola risiko ditengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan 
hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan harus menyadari bahwa 
kegagalan dalam memenuhi ekspektasi stakeholders pasti akan menimbulkan 
dampak negatif bagi perusahaan sehingga sangat penting untuk memenuhi 
harapan mereka. 
• Melebarkan akses sumber daya 
Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing 
bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber 
daya yang diperlukan. 
• Membentangkan akses menuju market. 
Investasi yang ditanamkan perusahaan untuk program CSR ini dapat menjadi 
tiket bagi perusahaan untuk menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk 
didalamnya mendapatkan loyalitas konsumen dalam persaingan pasar. 
• Mereduksi biaya 
Pelaksanaan CSR yang berguna bagi perusahaan sebagai contoh sederhananya 
adalah dengan mendaur ulang limbah produksi dan berbagai hal lain yang dapat 
dilakukan perusahaan dan menghasilkan pengurangan biaya yang berguna bagi 
perusahaan. 
• Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 
Implementasi program CSR tentunya menambah frekuensi komunikasi dengan 




• Memperbaiki hubungan dengan regulator. 
Perusahaan yang melaksanakan CSR umumnya meringankan beban pemerintah 
sebagai regulator yang sebenarnya memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan 
lingkungan dan masyarakat. 
• Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 
Terdapat kebanggaan sendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan 
yang melaksanakan CSR, karena mereka merasa turut memberikan kontribusi 
bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu karyawan menjadi bersemangat 
dalam bekerja. 
• Peluang mendapatkan penghargaan. 
Banyak peluang yang dapat diperoleh pelaku CSR dalam mendapatkan 
penghargaan.  
II.1.1.7 Pertimbangan Implementasi Corporate Social Responsibility 
Berikut adalah beberapa alasan perusahaan menerapkan CSR di Indonesia 
menurut pandangan Wibisono (2007) : 
1. Sekedar basa-basi dan keterpaksaan. 
Keuntungan dalam melaksanakan CSR memang baik bagi perusahaan sehingga 
mungkin bagi beberapa perusahaan yg melaksanakan CSR hanya untuk meraih 
keuntungan peningkatan citra perusahaan dimata masyarakat. Hal ini dapat 
berakibat bahwa perusahaan hanya melaksanakan CSR dengan setengah hati dan 




2. Upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance) 
Semakin banyaknya kepedulian terhadap CSR dan berbagai penghargaan yang 
dapat diraih perusahaan yang melaksanakan CSR mungkin membangkitkan 
motivasi perusahaan untuk melaksanakan CSR. 
3. Beyond compliance. 
Dalam hal ini, perusahaan sungguh-sungguh memahami pentingnya CSR dan 
ingin berperan serta secara langsung dalam melaksanakan CSR. 
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi CSR dalam setiap 
perusahaan, dimana menurut Wibisono (2007:71) adalah sebagai berikut: 
1.   Terkait dengan komitmen pimpinan. 
 Pemimpin yang tanggap dengan permasalahan sosial tentu akan memperdulikan 
kegiatan sosial yang dilaksanakan perusahaannya. 
2.   Menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan 
Perusahaan yang besar dan sudah mapan akan memiliki potensi untuk memberi 
kontribusi kepada masyarakat dan lingkungannya lebih baik dibandingkan 
perusahaan kecil dan belum mapan. Namun bukan berarti perusahaan kecil tidak 
dapat memberikan kontribusi. 
3.   Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah 
Regulasi yang baik akan memotivasi perusahaan untuk memberikan kontribusi 




II.1.2. Pertambangan Batubara 
 Kondisi pertambangan batubara di Indonesia dinilai dari volume penjualan 
saham yang jumlahnya menduduki peringkat pertama diantara semua industri 
pertambangan (Kompas, 2012) merupakan bukti nyata bahwa pertambangan batubara 
menjadi incaran banyak pihak. Jumlahnya yang banyak dengan masa tambang yang 
lama juga menjamin keberlangsungan pertambangan batubara. Batubara di Indonesia 
dapat ditemukan di Kalimantan dan Sumatra. Untuk Australia, batubara dapat ditambang 
disetiap negara bagiannya. Hasil pertambangan digunakan untuk menghasilkan listrik 
dan 75% diekspor. Batubara di Australia menyediakan sekitar 85% produksi listrik di 
Australia, sehingga dapat diketahui bahwa pertambangan batubara di Australia sangat 
penting. Australia juga merupakan pemimpin dalam dunia ekportir batubara (Worldcoal, 
2012) 
II.1.2.1. Dampak pertambangan Batubara 
 Pertambangan batubara membutuhkan daerah yang luas dan lahannya akan 
terganggu untuk sementara waktu. Hal ini menimbulkan sejumlah tantangan lingkungan 
termasuk erosi tanah, debu, kebisingan, polusi air dan berdampak negatif terhadap 
keanekaragaman hayati lokal. Selain itu, penambangan batubara juga dapat 
menyebabkan penurunan tanah dimana lantai dasar tanah menurun akibat tanah 





II.1.2.2. Asosiasi Batubara 
1. World Coal Association (www.worldcoal.org, 2012) 
WCA didirikan oleh produsen batubara pada bulan September 1985. Awalnya 
bernama The Coal International Development Institute, nama diubah menjadi 
World Coal Institute pada tahun 1988 dan World Coal Association pada 2010. 
Asosiasi ini didirikan untuk menyediakan forum untuk pertukaran informasi dan 
diskusi tentang tantangan yang berkaitan dengan industri batubara. 
WCA dan perusahaan anggotanya terlibat secara konstruktif dan terbuka dengan 
pemerintah, komunitas ilmiah, organisasi multilateral, organisasi non-
pemerintah, media, produsen batubara dan pengguna, dan lain-lain tentang isu-
isu global, seperti pengurangan emisi CO2 dan pembangunan berkelanjutan, dan 
isu-isu lokal termasuk manfaat lingkungan dan sosial-ekonomi dan dampak dari 
pertambangan batubara dan penggunaan batubara. 
2. Indonesian Coal Mining Association (www.apbi-icmacom, 2012) 
APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia) secara resmi didirikan 
oleh para produsen batubara di Indonesia pada 20 September 1989 dan telah 
didaftarkan sebagai anggota Kamar Dagang Indonesia pada 16 Oktober 2004. 
Dasar hukum organisasi secara konstitusional berdasarkan UUD 45, Pasal 33 dan 
20, secara struktural berdasarkan UU no. 1/1987, tentang Kamar Dagang 
Indonesia dan secara operasional berdasarkan aklamasi disepakati perakitan 
APBI-ICMA anggota keseluruhan tanggal 20 September 1989. 
APBI-ICMA adalah organisasi perusahaan di sektor bisnis batubara ,tidak 
berorientasi pada keuntungan dan politik. 
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Asosiasi ini berfokus pada partisipasi mengembangkan iklim usaha di sektor 
pertambangan batubara yang memungkinkan keterlibatan luas dari semua 
anggota. Tujuan lainnya adalah untuk berbagi peran yang signifikan bagi 
pembangunan ekonomi nasional. Usahanya adalah menjadi komunikasi dan 
forum konsultasi antara para anggotanya tidak hanya dengan Pemerintah tetapi 
juga untuk bekerja sama dengan asosiasi lain, perusahaan atau pihak terkait di 
dalam negeri maupun dari luar negeri demi pengembangan sektor batubara 
Indonesia. 
Saat ini APBI-ICMA memiliki 108 perusahaan terdaftar sebagai anggotanya. 
3. Australian Coal Association (www.australiancoal.com.au, 2012) 
Berkantor pusat di Canberra, Australia, ACA difokuskan pada pengembangan 
kebijakan dan advokasi untuk masa depan jangka panjang dari industri, batubara 
ramah lingkungan yang aman, menguntungkan dan efisien pertambangan. 
ACA memiliki 25 perusahaan anggota dan dipandu oleh sebuah Dewan. 
Perusahaan anggota ACA beroperasi terutama di New South Wales dan 
Queensland (negara-negara yang memproduksi sekitar 97% dari batubara hitam 
Australia). Keanggotaan kami juga memiliki operasi di Australia Barat dan 
Tasmania. 
Asosiasi ini bekerja erat dengan semua tingkat pemerintahan - federal, negara 
bagian dan lokal - dan memiliki hubungan erat dengan sektor kelompok lain 
Australia advokasi sumber daya, khususnya NSW Mineral Dewan dan Dewan 




II.1.2.3. Undang-undang Pertambangan Batubara 
1. Indonesia 
UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. 
Undang-Undang tersebut mengandung pokok pikiran sebagai berikut : 
1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh 
negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. 
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang 
berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat 
setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan 
izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
3. Dalam rangka penyelenggaran desentralisasi dan otonomi daerah, 
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan 
prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisien yang melibatkan pemerintah 
dan pemerintah daerah. 
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang 
sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan 
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah 
serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. 
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6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usah 
pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan 
hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. 
2. Australia 
The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999. 
The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 atau yang 
lebih dikenal EPBC Act merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh 
parlemen Australia yang menyediakan kerangka kerja bagi perlindungan 
lingkungan Australia, termasuk keanekaragaman hayati dan tempat alam dan 
budaya yang signifikan. 
II.1.3. Pelaporan Corporate Social Responsibility 
II.1.3.1. Undang-undang Pelaporan CSR 
1. Indonesia 
 Pelaksanaan CSR biasanya dicatatkan dalam suatu laporan yang dapat dilaporkan 
secara terpisah maupun digabung dalam laporan tahunan. Pelaporan CSR di Indonesia  
diatur oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang menyarankan kepada perusahaan untuk 
mengungkapkan tanggungjawab mengenai sosial dan lingkungan sebagaimana tertulis 
pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (Revisi 2009). Paragraph 12 yang 
berbunyi: 
 Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 
khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan 
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penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok 
pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut 
di luar lingkup Standar Akuntansi Keuangan. 
2. Australia 
Australian Accounting Standards Board (AASB), Presentation of Financial 
Statements (AASB 101) paragraf 10 menyatakan : 
 Many entities also present, outside the financial reports and statements 
such as encironmental reports and value added statements, particularly in 
industries in which encironmental factors are significant and when employees 
are regarded as an important user group. Reports and statements presented 
outside the financial report are outside the scope of Australian Accounting 
Standards. 
II.1.3.2. Prinsip/Standar Pelaporan 
 Terdapat banyak prinsip yang harus dijadikan pijakan dalam praktik 
pertanggungjawaban sosial (social responsibility). Equator Principles yang diadopsi 
beberapa negara, merumuskan beberapa prinsip, antara lain (Wibisono Yusuf, 2007): 
1. Accountability’s (AA1000) standard, yang mengacu pada prinsip “Triple Bottom 
Line” dari John Elkington. 
Standar berbasis prinsip yang diakui untuk organisasi yang membantu untuk 
menjadi lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar tersebut adalah 
kerangka kerja open source yang dikembangkan melalui konsultasi multi-pihak 
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dan proses review. Standar ini dirancang agar kompatibel dengan standar kunci 
lain termasuk pedoman GRI, SA8000, seri ISO dan standar akuntansi keuangan. 
2. Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan pelaporan 
perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh 
PBB lewat Coalition for Environmental Economies (CERES) dan UNEP pada 
tahun 1997. GRI merupakan organisasi non-profit yang mempromosikan 
keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. GRI menyediakan kerangka 
pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua perusahaan dan 
organisasi yang banyak digunakan diseluruh dunia. Pedoman pengungkapan GRI 
terdiri dari G3, G3.1 dan G4. G3 atau yang sering dikenal dengan G 3.0 
merupakan versi awal dari pedoman GRI yang terdiri dari 79 indikator dan 
merupakan pedoman yang sering digunakan sampai saat ini. G3.1 merupakan 
versi pengembangan dari G3 yang didalamnya terkandung 84 indikator termasuk 
79 indikator yang digunakan sebelumya pada G3 dengan beberapa perubahan 
dan tambahan-tambahan lainnya yang dinilai lebih menyempurnakan pedoman 
GRI. G4 merupakan pedoman baru yang masih dalam tahap pengembangan dan 
belum terdapat informasi yang memadai. 
3. Social Accountability International SA8000 Standard. 
SA 8000 adalah standar yang fokus pada tenaga kerja dan kondisi tempat kerja. 
SA8000 didasarkan pada ISO 9000 teknik mengaudit, menentukan perbaikan dan 
tindakan pencegahan untuk terus mendorong perbaikan dan berfokus pada sistem 
manajemen dan dokumentasi untuk membuktikan sistem ini. Sertifikasi SA8000 




4. ISO 14000 environmental management standard. 
ISO 14000 adalah standar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan yang ada 
untuk membantu organisasi untuk meminimalkan dampak negatif operasi mereka 
terhadap lingkungan, memenuhi hukum, peraturan dan persyaratan berorientasi 
lingkungan dan semakin meningkatkannya. 
5. ISO 26000. 
ISO 26000 adalah standar internasional yang memberikan bimbingan pada 
pelaporan keberlanjutan yang dibuat oleh International Organization for 
Standardization (ISO). 
II.1.3.3. Lembaga Pemeringkat CSR 
1. Indonesia 
National Center for Sustainability Reporting (NCSR)(2005) dengan tujuan untuk 
membantu, mengembangkan, pengukuran dan pelaporan pelaksanaan 
CSR/keberlanjutan korporat, mengelar The Indonesia Sustainability Reporting 
Award (ISRA) yang merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada 
perusahaan atau organisasi yang telah mengembangkan dan menerbitkan laporan 
keberlanjutan atau laporan CSR dan menggunakan dengan baik situs website 
perusahaan untuk mengungkapkan aktivitasnya (www.ncsr-id.org, 2012) 
Best Pratice : PT Telekomunikasi Indonesia (persero). Tbk (Sustainability 







The Australasian Reporting Awards (ARA), yang dijalankan oleh Australasian 
Reporting Awards Limited, yang merupakan sebuah organisasi non-profit 
independen yang didukung oleh para relawan profesional, komunitas bisnis dan 
badan-badan profesional yang bersangkutan tentang kualitas pelaporan keuangan 
dan bisnis. Penghargaan khusus diperkenalkan untuk mendorong keunggulan 
dalam pelaporan tahunan dalam bidang Sustainability (www.arawards.com.au, 
2012) 
Best Pratice : Mecu Limited memenangkan Sustainability Reporting Awards 
pada ARA untuk tahun 2011. 
3. Internasional 
United Nations Global Compact, merupakan inisiatif kebijakan strategis untuk 
bisnis yang berkomitmen untuk menyelaraskan usaha dan strategi dengan 
prinsip-prinsip yang diterima secara universal dibidang hak asasi manusia, buruh, 
lingkungan dan anti-korupsi (www.unglobalcompact.org, 2012) 
Best Pratice : Indonesia merupakan Best practice dalam Global Compact 









II.2. Penelitian Terdahulu 
1. Felicia (2011) 
Felicia (2011) dengan judul “ Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas 
Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) pada Perusahaan Industri 
Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-
2010”. Penelitian ini membahas Pengaruh kepemilikan manajemen, tingkat 
leverage perusahaan dan ukuran perusahaan pada pengungkapan tanggungjawab 
sosial perusahaan dengan menggunakan sampel 11 perusahaan pertambangan 
batubara yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. 
Penelitian menggunakan metode statistik parametrik dan menghasilkan 
kesimpulan bahwa kepemilikan manajemen dan ukuran perusahaan memiliki 
pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tetapi 
tingkat leverage perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 
tanggungjawab sosial perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah menggunakan 
sampel perusahaan yang memiliki laporan keberlanjutan yang terpisah dari 
laporan tahunan dan sudah menggunakan standar GRI sebagai acuannya, 
menambahkan variabel pada penelitian dan menggunakan industri yang memiliki 
potensi perusakan lingkungan. 
2. Ari Barkah Djamil, S.e, M,Sc, (2011) 
Ari Barkah Djamil, S.e, M,Sc, (2011) dengan judul “ The Effect of Financial 
Performance on Corporate Social Responsibility of Mining Companies Listed in 
Bursa Efek Indonesia (BEJ)”. Penelitian ini membahas mengenai efek dari return 
on assets, return on equity, net profit margin dan earning per share terhadap 
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CSR dalam industri pertambangan sebelum dan sesudah krisis keuangan dengan 
menggunakan sampel data perusahaan pertambangan batubara yang terdapat di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Penelitian ini menggunakan metode 
program SPSS untuk Windows dengan hasil kesimpulan: 
• Perusahaan pertambangan batubara Indonesia mampu menerbitkan 
laporan berkesinambungan yang mandiri yang membuktikan 
kepeduliannya terhadap laporan berkesinambungan. 
• Walaupun ada beberapa perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 
berkesinambungan, namun komponen-komponennya terdapat dalam 
laporan tahunan. 
• Terdapat hubungan antara ROA, ROE, NPM, EPS terhadap CSR 
sebelum, selama dan setelah krisis. 
• Terdapat variable lini yang mempengaruhi CSR pada tahun 2007-2009. 
• Penelitian menemukan kontradiksi bahwa pada tahun 2007 hanya NPM 
yang memiliki korelasi terhadap CSR, sedangkan NPM pada tahun 2008 
merupakan satu-satunya yang tidak memiliki korelasi dengan CSR, dan 
pada tahun 2009 hanya EPS yang memiliki korelasi dengan CSR. 
Saran- saran yang diberikan penelitian tersebut adalah: 
• Perusahaan perlu menerbitkan laporan berkesinambungan yang terpisah. 
• Perusahaan, investor dan pemerintah harus lebih perduli terhadap laporan 
berkesinambungan. 
• Asosiasi industri harus mengajarkan pengetahuan laporan 
berkesinambungan kepada anggotanya. 
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• Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang lebih 
luas lagi untuk mendapat hasil yang baik. 
3. Helen L. Anderson dan Ingrid Landau (2005) 
Helen L. Anderson dan Ingrid Landau (2005) dengan judul “Corporate Social 
Responsibility in Australia: A Review”. Penelitian ini meneliti mengenai 
komitmen pelaksanaan CSR oleh para pebisnis/bisnis di Australia. Penelitian ini 
menemukan bahwa sampai saat ini “pendekatan Australia” terhadap CSR 
sebagian besar masih ditandai dengan inisiatif jangka pendek dan tentatif yang 
bersifat kemanusiaan. Walaupun ada pengecualian, sebagian besar perusahaan 
belum berupaya untuk mengintegrasikan ajaran CSR.saran yang diberikan adalah 
dibutuhkannya penelitian yang lebih mendalam untuk masalah ini.  
4. Nisa Fitri Anas (2011) 
Nisa Fitri Anas (2011) dengan judul “ Analisis Pengukuran Corporate Social 
Responsibility dan Perlakuan PPh Terhadap Biaya CSR pada PT. 
PLN(PERSERO) Distribusi Jakarta dan Tangerang”. Penelitian bertujuan untuk 
mengukur penerapan CSR berdasarkan GRI Guideliness, menganalisa perlakuan 
PPh terhadap biaya CSR pada PT PLN distribusi Jakarta dan Tangerang yang 
dapat sebagai pengurangan pajak serta memberikan rekomendasi penerapan CSR 
yang sesuai dengan GRI Guideliness. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan 
dokumentasi serta penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, 
mempelajari literatur dan bahan referensi lain serta teori-teori terkait. Hasil 
penelitan menyimpulkan bahwa penerapan CSR PT PLN distribusi Jakarta dan 
Tangerang telah sesuai dengan GRI Guideliness dan biaya CSR yang 
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dikeluarkan tidak semua dapat sebagai pengurang pajak. Saran yang diberikan 
dari penelitan ini kepada PT PLN adalah untuk terus melanjutkan perhatiannya 
kepada masyarakat sekitar saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara 
tegangan tinggi, serta tanggungjawab perusahaan dalam bentuk ekonomi, 
lingkungan dan sosial harus lebih ditingkatkan. 
5. Carol Ann Leary, C.P.A. (2003) 
Carol Ann Leary, C.P.A. (2003) dengan judul “An Examination of 
Environmental Disclosure in10K Reports and GAAP Complience”. Penelitian ini 
meneliti mengenai pengungkapan lingkungan dengan menggunakan 
pengungkapan GAAP dan 10K terhadap perusahaan-perusahaan yang terbuka. 
Selain itu penelitian juga meneliti apakah pengungkapan lingkungan secara 
sukarela meningkatkan respon terhadap SOP96-1. Data deskriptif digunakan 
untuk mengukur keluasan pengungkapan wajib yang diperoleh dengan 
menggunakan perangkat lunak komputer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
jumlah pengungkapan dari sample meningkat seiring dengan waktu meskipun 
perusahaan tidak konsisten dalam pengungkapan GAAP. Banyak perusahaan 
yang terkenal akan kemampuannya tidak melakukan pengungkapan sesuai 
GAAP. Saran untuk penelitian dimasa depan adalah untuk memasukkan 
tambahan pengungkapan sukarela kedalam index pengungkapan lingkungan. 
6. Jeffrey Cohen, Lori Holder-Webb, Leda Nath dan David Wood (2011). 
Jeffrey Cohen, Lori Holder-Webb, Leda Nath dan David Wood (2011) dengan 
judul “Corporate Reporting of Non-Financial Leading Indictors of Economic 
Performance and Sustainability”. Penelitian tersebut meneliti pengungkapan 
informasi non-keuangan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan 
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tanggung jawab sosial perusahaan dengan menjelajahi indikator pengungkapan 
non-keuangan dalam portofolio pengungkapan publik dari perusahaan terkemuka 
di Amerika Serikat. Tehnik penganalisaan data menggunakan content analysis 
dengan menggunakan intensity score yaitu pemberian nilai pada tingkat 
pengungkapan yang ditemukan berdasarkan jumlah penemuan. Hasil penelitian 
mengungkapkan bahwa perusahaan dari sampel penelitian membuat dan 
mengungkapkan secara detail mengenai indikator-indikator yang terkemuka atau 
yang terpenting, perusahaan juga menggunakan pengajuan wajib dan opsional 
terlepas dari ukuran perusahaan dan industrinya. Selain itu ditemukan pula 
bahwa perusahaan besar cenderung mengungkapkan lebih lanjut mengenai 
inovasi dan market share-nya dan bahwa industri perusahaan berpengaruh atas 
pengungkapan. Saran yang diberikan untuk penelitian mendatang adalah 
melakukan penelitian atas pengungkapan pada industri lainnya yang memiliki 
peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang lebih ketat. 
 
